TINJAUAN HAKIM PENGAWASBgiN IF!ENGAMAT HAKIM (WASMAT)
DAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN
A. Hakim Pengawas dan Pengamat (Wasmat)
1) Pengaturan Mekanisme Pengawasan dan Pengamatan Oleh Hakim
Pengawas dan Pengamat Menurut KUHAP
Menurut Bambang Poernomo pengawasan terhadap pelaksanaan putusan
pada hakikatnya dimaksudkan untuk menjamin terlaksananya putusan hakim.
Namun hal tersebut tidak perlu mengakibatkan hakim lalu serta merta menjadi
kepala Lembaga Pemasyarakatan. Hal yang sama juga dikemukakan Andi
Hamzah dan Irdan Dahlan bahwasanya pengawasan hukum berarti tugas jaksa
sebagai pelaksana putusan hakim akan diawasi oleh hakim pengawas dan
pengamat, dalam arti hanya untuk menjamin benar-benar dilaksanakannya
putusan dengan baik oleh jaksa dan petugas lembaga pemasyarakatan.
Pengawasan yang dilaksanakan hakim pengawas dan pengamat bukan berarti
pengawasan vertikal (dalam arti pengawasan dari atas ke bawah atau dari
atasan kepada bawahan), akan tetapi pengawasan ke samping atau horizontal.
Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan
Kehakiman, memandang perlu adanya pengawasan dan pelaksanaan putusan
pengadilan dan menentukan sebagai berikut :
1. Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan
oleh jaksa;

2. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan tersebut ayat (1) oleh
Ketua Pengadilan yang bersangkutan berdasarkan Undang-Undang.

!Khunaifi Alhumami, “Peran Hakim Pengawas dan Pengamat Untuk Mencegah Terjadinya
Penyimpangan Pada Pelaksanaan Putusan Pengadilan”, Jurnal Hukum dan Peradilan, No.1, Vol.7,
2018, him. 51.



Pasal-Pasal diatas menegaskan bahwa untuk menjamin putusan
pengadilan dijalankan dengan semestinya, maka Ketua Pengadilan harus
melakukan tindakan pengawasan dan pengamatan. Ketentuan mengenai
tindakan pengawasan dan pengamatan ini diatur dalam undang-undang Nomor
8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
tanggal 31 Desember 1981 yaitu Bab XX tentang Pengawasan dan Pengamatan
Pelaksanaan Putusan Pengadilan, Pasal 277 sampai dengan Pasal 283.

Bab XX KUHAP mengatur kewenangan Ketua Pengadilan Negeri
sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 ayat (2) undang-undang nomor 48 tahun
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, didelegasikan kepada Hakim Pengawas
dan Pengamat yang diberi tugas khusus untuk membantu ketua dalam
melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang
menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan, ditunjuk oleh ketua pengadilan
untuk paling lama dua tahun, dan diatur dalam Pasal-Pasal berikut:

a. Mula-mula jaksa mengirim tembusan berita acara pelaksanaan putusan
pengadilan yang ditandatangani olehnya, kepada kepala lembaga
pemasyarakatan, terpidana, dan kepada pengadilan yang memutus perkara
tersebut pada tingkat pertama (Pasal 278 KUHAP).

b. Panitera mencatat pelaksanaan tersebut dalam register pengawasan dan
pengamatan. register tersebut wajib dibuat, di tutup dan di tanda tangani
oleh panitera setiap hari kerja dan untuk diketahui ditandatangi juga oleh
hakim pengawas dan pengamat (Pasal 279 KUHAP).

c. Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengawasan guna

memperoleh kepastian bahawa putusan pengadilan dilaksanakan



semestinya. Hakim tersebut mengadakan penelitian demi ketetapan yang
bermanfaat bagi pemidanaan, serta pengaruh timbale balik antara perilaku
narapida dan pembinaan narapidana oleh lembaga pemasyarakatan.
Pengamatan tetap dilaksanakan setelah narapidana selesai menjalani
pidananya. Pengawasan dan pengamatan berlaku bagi pemidanaan
bersyarat (Pasal 280 KUHAP).

d. Atas permintaan hakim pengawas dan pengamat, kepala lembaga
pemasyarakatan menyampaikan informasi secara berkala atau
sewaktuwaktu tentang perilaku narapidana tertentu yang ada dalam
pengamatan hakim tersebut (Pasal 281 KUHAP).

e. Hakim dapat membicarakan dengan kepala lembaga pemasyarakatan
tentang cara pembinaan narapidana tertentu. Hasil pengawasan dan
pengamatan dilaporkan oleh hakim pengawas dan pengamat kepada ketua
pengadilan secara berkala (Pasal 282 dan 283 KUHAP).

2) Pengaturan Mekanisme Pengawasan Oleh Hakim Pengawas dan

Pengamat Menurut SEMA No.7 tahun 1985

Menurut Andi Hamzah dengan adanya ketentuan tentang pengawasan
hakim terhadap pelaksanaan putusan, maka kesenjangan (gap) yang ada antara
apa yang diputuskan hakim dan kenyataan pelaksanaan pidana di lembaga
pemasyarakatan dan di luar lembaga pemasyarakatan jika terpidana
dipekerjakan dapat di jembatani. Hakim akan dapat mengikuti perkembangan
keadaan terpidana, sehingga dapat aktif dalam memberi pendapatnya dalam hal

pelepasan bersyarat.> Mekanisme kerja hakim pengawas dan pengamat harus

2Buyung, “Peran Hakim Pengawas dan Pengamat dalam Pencapaian Tujuan Pemidanaan”,
Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, No.3, VVol.2, 2014, him.2.



memenuhi tata cara yang praktis dan pragmatis. la harus mengumpulkan fakta
nyata berdasarkan keadaan yang sebenarnya, jauh dari pencampuran opini
subyektif. Hal ini perlu untuk mencegah timbulnya kesimpulan yang
menyesatkan.

Selain di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tugas Hakim Pengawas dan Pengamat
juga diatur di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 1985
tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat, yaitu :
1) Perincian Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat

a) Memeriksa dan menandatangani resgister pengawas yang berada di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri.

b) Mengadakan checking on the spot paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali ke
lembaga pemasyarakatan untuk memeriksa kebenaran berita acara
pelaksanaan putusan pengadilan yang ditandatangani oleh Jaksa, Kepala
Lembaga Pemasyarakatan dan terpidana.

c) Mengadakan observasi terhadap keadaan, suasana dan kegiatan yang
berlangsung di dalam lingkungan tembok-tembok lembaga, khususnya
untuk menilai apakah kedaaan lembaga pemasyarakatan tersebut sudah
memenuhi pengertian bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk
menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia,
serta mengamati dengan mata kepala sendiri perilaku narapidana yang
dijatuhkan kepadanya.

d) Mengadakan wawancara dengan para petugas pemasyarakatan (terutama

para wali pembina narapidana-narapidana yang bersangkutan) mengenai



2)

3)

perilaku serta hasil-hasil pembinaan narapidana, baik kemajuan-
kemajuan yang diperoleh maupun kemunduran-kemunduran yang
terjadi.

Mengadakan wawancara langsung dengan para narapidana mengenai hal
perlakuan terhadap dirinya, hubungan-hubungan kemanusiaan antara
sesama mereka sendiri maupun dengan para petugas lembaga
pemasyarakatan.

Menghubungi Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan Ketua Dewan
Pembina Pemasyarakatan (DPP), dan juga dipandang perlu juga
menghubungi koordinator pemasyarakatan pada kantor wilayah
Departemen Kehakiman dalam rangka saling tukar menukar saran

pendapat dalam pemecahan suatu masalah.

Metode Yang Dilakukan Dalam Melakukan Pengawasan

Metode yang digunakan dalam melakukan pengawasan dan pengamatan

adalah metode edukatif persuasif yang ditunjang oleh asas kekeluargaan.

Mekanisme Kerja Hakim Pengawas dan Pengamat

Mekanisme kerja hakim pengawas dan pengamat harus memenuhi tata cara

yang praktis dan pragmatis. la harus mengumpulkan fakta nyata

berdasarkan keadaan yang sebenarnya, jauh dari pencampuran opini

subyektif. Hal ini perlu untuk mencegah timbulnya kesimpulan yang

menyesatkan.



4) Ruang Lingkup Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat
Pelaksanaan tugas hakim pengawas dan pengamat hanya ditujukan pada
narapidana (tidak termasuk yang berasal dari putusan pengadilan militer)
yang menjalani pidananya di lembaga pemasyarakatan yang terdapat dalam
daerah hukum pengadilan negeri dimana hakim pengawas dan pengamat
yang bersangkutan bertugas.
B. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah
tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik
Pemasyarakatan diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 12
Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 1
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang
dimaksud dengan pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan
pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan
dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan
dalam tata peradilan pidana. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa
inti dari pemasyarakatan adalah pembinaan terhadap narapidana supaya
nantinya dapat kembali ke masyarakat dengan baik. Pembinaan itu diperlukan
suatu sistem, yang dinamakan sistem pemasyarakatan.

Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengatur
sistem pemasyarakatan, yaitu suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara
pembinaan warga binaan pemasyarakatan yang berdasarkan Pancasila yang
dilaksanakan secara baik. Masyarakat dibina secara baik guna meningkatkan

kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan,



memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat di terima
kembali di lingkungan masyarakat, dan juga dapat aktif berperan dalam
pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warganegara yang baik
dan bertanggung jawab sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat (2).

Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia  (dahulu  Departemen  Kehakiman). Penghuni  Lembaga
Pemasyarakatan bisa narapidana (napi) atau Warga Binaan Pemasyarakatan
(WBP) bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut
masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak
oleh hakim.

Pegawai negeri sipil yang menangangi pembinaan narapidana dan
tahanan di lembaga pemasyarakatan di sebut dengan Petugas Pemasyarakatan,
atau dahulu lebih di kenal dengan istilah penjara. Konsep pemasyarakatan
pertama kali digagas oleh Menteri Kehakiman pada tahun 1962, dimana
disebutkan bahwa tugas jawatan kepenjaraan bukan hanya melaksanakan
hukuman, namun tugas yang jauh lebih berat adalah mengembalikan orang-
orang yang dijatuhi pidana ke dalam masyarakat.

Pasal 4 menyebutkan bahwa lapas dan bapas didirikan di setiap ibukota
kabupaten atau kota madya, namun apabila dianggap perlu, di tingkat
kecamatan atau kota administratif dapat di dirikan cabang lapas dan cabang
bapas. Selanjutnya, pembinaan warga binaan pemasyarakatan dilakukan di

lapas dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan dilakukan oleh bapas



yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang
Pemasyarakatan.

Lapas adalah tempat pelaksanaan pembinaan narapidana dan anak didik
pemasyarakatan. Dari pengertian tersebut secara hakikat mempunyai kesamaan
yaitu orang yang menghuni Lapas berdasarkan putusan pengadilan, dan
perbedaannya hal ini dapat di jelaskan oleh Undang-Undang Pemasyarakatan,
berdasarkan Pasal 1 ayat (7) dan ayat (8), Narapidana adalah Terpidana atau
seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap, yang menjalani pidana atau hilangnya
kemerdekaan di lapas.

Sistem pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan
hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari
pengembangan  konsepsi umum  mengenai  pemidanaan.  Sistem
pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengambalikan warga binaan
pemasyarakatan sebagai warga yang baik, juga bertujuan untuk melindungi
masyarakat terhadap kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh warga
binaan pemasyarakatan.®

Lembaga pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas
pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan dari Lembaga
pemasyarakatan dengan melakukan bimbingan dan pembinaan melalui

pendidikan, rehabilitasi, dan integrasi.* Pelakasanaan pidana penjara dengan

3Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, Refika Aditama,
Bandung, 2006, him. 103.
“Ibid.



sistem pemasyarakatan di Indonesia saat ini mengacu pada Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan.

Undang-Undang Pemasyarakatan terdiri dari 8 bab dan 54 pasal. Adapun
dalam bab pertama mengatur mengenai ketentuan umum, bab kedua mengatur
mngenai pembinaan, bab ketiga mengatur mengenai warga binaan masyarakat,
bab keempat mengatur mengenai balai petimbangan masyarakat dan tim
pengamat masyarakat, bab kelima mengatur mengenai keamanan dan
ketertiban, bab keenam mengatur mengenai ketentuan lain, bab ketujug
mengatur mengenai peraturan peralihan, bab kedelapan mengatur mengenai
ketentuan penutup.

Penjelasan umum Undang-Undang Pemasyarakatan yang merupakan
dasar yuridis filosofis tentang pelaksanaan sistem pemasyarakatan di Indonesia
dinyatakan bahwa:

a. Bagi negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-
pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar
penjeraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan
reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan telah melahirkan
suatu sistem pembinaan yang sejak lebih dari tiga puluh tahun yang
alu dikenal dan dinamakan sistem pemasyarakatan.

b. Walaupun telah diadakan berbagai perbaikan mengenai tatanan (sel
sel) pemidanaan seperti pranata pidana bersyarat (Pasal 14 a KUHP),
pelepasan bersyarat (Pasal 15 KUHP),dan pranata khusus
penuntutan serta penghukuman terhadap anak (Pasal 45, 46,dan 47
KUHP), namun pada dasarnya sifat pemidanaan masih bertolak dari
asas dan sistem pemenjaraan, sistem pemenjaraan sangat
menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan, sehingga
institusi yang dipergunakan sebagai tempat pembinaan adalah rumah
penjara bagi Narapidana dan rumah pendidikan negara bagi anak
yang bersalah.

b. Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas
dendam dan penjeraan yang disertai dengan lembaga "rumah
penjara" secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem
dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan
reintegrasi sosial, agar Narapidana menyadari kesalahannya, tidak
lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali



menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri,
keluarga, dan lingkungannya.

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka sejak tahun 1964, sistem
pemidanaan bagi narapidana dan anak pidana telah berubah secara mendasar,
yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Begitu pula
institusinya yang semula disebut rumah penjara dan rumah pendidikan negara
berubah menjadi lembaga pemasyarakatan berdasarkan Surat Instruksi Kepala
Direktorat Pemasyarakatan Nomor J.H.G.8/506 tanggal 17 Juni 1964.°

Dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang
Pemasyarakatan menyebutkan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan
dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi
manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak
mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan
masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara
wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selanjutnya, tujuan
dari Lembaga Pemasyarakatan adalah:

a. Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia
seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak
mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh
lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan
dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan
bertanggung jawab.

b. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan di
Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara dalam
rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan
di sidang pengadilan.

c. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan / para pihak
berperkara serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita
untuk keperluan barang bukti pada tingkat penyidikan, penuntutan,

dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta benda-benda yang
dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.

®Ibid.



Fungsi dari Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana disebutkan dalam
Pasal 3 Undang-Undang Pemasyarakatan adalah untuk menyiapkan warga
binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan
masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat
yang bebas dan bertanggung jawab. Yang dimaksud dengan berintegrasi secara
sehat adalah pemulihan kesatuan hubungan warga binaan pemasyarakatan
dengan masyarakat.

Dalam sistem pemasyarakatan, narapidana, anak didik pemasyarakatan
berhak mendapatkan pembinaan rohani dan jasmani serta dijamin hak-hak
mereka untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik
keluarga maupun pihak lain, memperoleh informasi baik melalui media cetah
maupun elektronik, memperoleh pendidikan yang layak dan sebagainya.®
Untuk melaksanakan sistem pemasyarakatan tersebut, diperlukan juga ke ikut
sertaan masyarakat, baik dengan sikap bersedia menerima kembali warga
binaan pemasyarakatan yang telah selesai menjalani pidananya.’

Pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan merupakan bagian dari
sistem pemasyarakatan untuk menegakan hukum pidana. Berdasarkan Pasal 2
dan Pasal 3 UU Pemasyarakatan, maka dapat diketahui bahwa tujuan dari
sistem pemasyarakatan adalah untuk mengembalikan warga binaan menjadi
warga yang baik sehingga dapat diterima kembali di dalam masyarakat.

Asas pembinaan pemasyarakatan merupakan pegangan atau pedoman

bagi para pembina warga binaan agar tujuan pembinaan yang dilaksanakan

®0p.Cit., Dwidja Priyatno, him. 104.
"Ibid.



dapat tercapai dengan baik. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang
Pemasyarakatan, yaitu: Asas pengayoman, asas persamaan perlakuan dan
pelayanan, asas pendidikan, asas pembimbingan, asas penghormatan harkat
dan martabat manusia, asas kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya
penderitaan, asas terjamnnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga
dan orang-orang tertentu.
Menurut Pasal 5 UU Pemasyarakatan tersebut, penjabaran asas-asas
sistem pembinaan terhadap narapidana adalah :
1. Pengayoman
Yang dimaksud dengan pengayoman adalah perlakuan kepada warga binaan
pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari pengulangan
perbuatan pidana oleh Warga Binaan dengan cara memberikan pembekalan
melalui proses pembinaan.
2. Persamaan Perlakuan dan Pelayanan
Seluruh Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan diperlakukan dan
dilayani sama tanpa membeda-bedakan latar belakang orang (non
diskriminasi).
3. Pendidikan dan Pembimbingan
Pelayanan di bidang ini dilandasi dengan jiwa kekeluargaan, budi pekerti,
pendidikan rohani, kesempatan menunaikan ibadah, dan keterampilan
dengan berlandaskan pancasila.
4. Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia
Asas ini dijelaskan sebagai bentuk perlakuan kepada warga binaan yang

dianggap orang yang “tersesat”, tetapi harus diperlakukan sebagai manusia.



5. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan
Yang dimaksud diatas adalah bahwa Warga Binaan hanya ditempatkan
sementara waktu di Lembaga Pemasyarakatan untuk mendapatlan
rehabilitasi dari negara
6. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang
tertentu.
Adanya upaya didekatkan dan dikenalkan kepada masyarakat sehingga
tidak menimbulkan keterasingan dengan cara kunjungan, hiburan ke dalam
Lapas, serta berkumpul dengan sahabat maupun keluarga.
Asas-asas pembinaan tersebut pada prinsipnya mencakup 3 pikiran
pemasyarakatan yaitu sebagai tujuan, proses dan motode, yaitu:®
a. Sebagai tujuan berarti dengan pembimbingan pemasyarakatan
diharapkan narapidana dapat menyadari perbuatannya dan kembali
menjadi warga yang patuh dan taat pada hukum yang berlaku
b. Sebagai proses berarti berbagai kegiatan yang harus dilakukan selama
pembinaan dan pembimbingan berlangsung
c. Sebagai metode merupakan cara yang harus ditempuh untuk mencapai
tujuan pembinaan dan pembimbingan dengan sistem pemasyarakatan.
Seluruh proses pembinaan narapidana dengan sistem pemasyarakatan
merupakan suatu kesaturan yang integral untuk mengembalikan narapidana
kepada masyarakatan dengan bekal kemampuan (mental, phisik, keahlian,

keterpaduan, sedapat mungkin pula financial dan material) yang dibutuhkan

untuk menjadi warga yang baik dan berguna.®

8Romli Atmasasmita, Beberapa Catatan Isi Naskah RUU Pemasyarakatan, Rineka,
Bandung, 1996, him.12.

°Djisman Samosir, Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pembinaan Narapidana di
Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, him.13



